
c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a den huruf b, perhr 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengelolaan Dena Desa; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembcntukan Daerah-daerah Ka.bupaten Dalam 
Llngkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 

Menimbang a. bahwa da1am rangka mewujudkan kepastian 
hukwn dan tertib admlnistrasi serta memberikan 
pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah 
Desa dalam pengelolaan Dana Desa, telah 
diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46. 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengclolaan Dana 
Desa, sebagaimana teiah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Bupa.ti Purworejo Nomor 
23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Punvorejo Nomor 46 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa; 

b. bahwa dengan bedakunya Peraturan Menteri 
Keuangan Nomot"; 24 7 / PMK.07 /2015 tentang Tata 
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan clan Evaluas.i Dana Desa dan Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, maka 
Peraturan Bupa.ti sebagaunana dimaksud pada 
huruf a, sudah tidak sesuai ~ perlu diganti 
dengan menyusun kembali Peraturan Bupati yang 
barn; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWOREJO, 

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA 

TEN TANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 11 TAHUlf 2016 

BUPATI PURWORBJO 
PROVDISI JAWA TEBGAH 

ISALINANI 

 



3. Undang·Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Da.erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah bcberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang·Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 5539), sehagaimana telah diube.h dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Deaa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambe.ban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggilran 
clan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5558), 
sbagaimana tclah diubah dengan P'eraturan 
f'ernrrintah Nomor 22 Tabun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahwi 2014 tentang Dana Desa yang Berswnber 
dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indoneaia Tahwi 2015 Nomor 88, 
Tarnbahan Lembaran Negam Republlk Indonesie, 
Nomor 5694); 

7. Peraturan Mentcri Keuangan Nomor: 
247 /PMK.07 /2015 tentang Tata Cara 
Pengaloka.slan, PenyaJuran, Penggunaan, 
Pemantaue.n clan Evalua.ai Dana Desa; 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi No111or 21 Tahun 2015 
tentang Penetapen Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2016; 

 



• 

Dalaro Peraturan Bupati ini, yang dirnakaud dengan: 
I. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya diaebut Pemerintah, adeiah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasean 
pemerintahan Negara Republik lndoneaia sebagaim.ana dimabud 
dalsro Uodang-Undeng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

2. Oaerah adafah K.abupe.ten .Purworejo. 
3. ~rintah Daerah adalah Bupati aebagai un8Ul' penyelengara 

Pemcrintahan Daerah yang memimpin pelak:8anaan pemerinlahall 
yang menjadi kewenanpn daerah otonom. 

4. Bupeti adalah Bupati Purworejo. 
5. Dines Pendaparan. Pengelolaan ~nangan dan Aaet Daerah yans 

selanjutnya c:tiaiogkat DPPKAO, ad•dah Dinaa Peodapatan, 
Pengelolaan ~pn dan Aset Daerah Kabupa.ten Purwon;jo. 

6. Camat adalab Carnet di Kabupaten Purworejo. 
7. Della adaJah kesatuan masyarakat hukum yang rnemiHki bataa 

wilaya.h yang berwenang untuk mengatur dan mengurus uruean 
pemerintahan, ltepentiogan masyarakat aetempat berdaearitan 
praJ,::ana muyarakat, hak ual usul, dan/atau hak tradiaional yang 
diakui dan dihormati dalaro siatem pemcrintahan Negara Keutuan 
Rq,ublik lndoneaia dan berada di Kabupaten P\IJ'wo~. 

8. Pemerintaban Ona adalab penyelengaraan urusaa perneriutahan 
dan kepentinpn muyarakat llletempet daJaJn Biatem J<o~••bao 
Negara Kt:etuan Republik lndoneaia. 

9. ~tah Deaa ad•lah kepala. Deaa dibantu penmgkat Deaa 
eebagai unaur penyelenggara Pemerintaban Deaa. 

10. Kepala Desa adalah Kepela Deea di Kabupe.ten Purworejo. 
11. Badan Pcnnusyawaratan Deaa, yang sdanjutnya diaingkat BPD, 

adelah lcmbuga yang melakaanakan fungsi pemerintahan yang 
angotanya mcrupakao wakil dari penduduk Desa berduarkan 
la:tl:rwakilan wilayah dan ditetapkan aecara demoknltia. 

Pasal 1 

Bagian Kesatu 
Definiai 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

PEDOMAN 

MEMUT\JSKAN; 

Meoet.apkan: PERA'IURAN BUPATI TENTANO 
PENOELOLM.N DANA DESA. 

 



12. Dana Desa ade)ah dana yang bersumber dari angpran pe:ndapatan 
dan belanja negara yang diperunti•kken bagi Desa yang ditranafer 
melalui anggaran pendapatan clan belanja. daerah kabupaten/kota 
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pernerintahan, 
pelak:aanaan pembangunan, pembin.e.an kemasyarakatan, dan 
pembetdayaan ~t. 

13. Musyawarah Desa atau yang disebut ckngan nama lain ac:lalah 
musyawarah antara BPD, Pemerintah Deaa. dan unsur masyarakat 
Y&IIII disele~ oleb BPO untuk menyepe.kati haJ yang 
beni!at 8tralegi8. 

14. Keuanpn Dcu adalah eemua hak dan kewejjbeJl Dee.a yang dapat 
dinilai dengan uang eerta _..,. aeauatu berupe. uang clan barang 
yang berhubunpn denpn pdalaienaan halt dan kewajiban Desa.. 

15. Ange.ran Pendapatan dan Belanja Negara. yang seJanjutnya 
dillingkat APBN, adalah rencana k.coanpn tabunan pemerintahan 
negara yang dieett.tjui oleh Dewan Pcnrakilan Rakyat. 

16. Angpmn Pendapatan dan Bebmja Daerah yang selanjutnya dapat 
disingkat APBD adalah rencana keuaapn tabunan Pemerintahan 
Daerah yang dibebaa dan disetujui beniai.na oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Petwakiwl Rakyat Daerah dan ditetapk:an 
denpn Peraturan Daerah. 

17. Angaran Pendapatan dan Belanja Oeea, selanjutnya disebut 
APBDesa, adalab rencana keuangan tahunan Pemerintahan Octla. 

18. Rekming Ku Umum Daerah adalah rekening tcmpe.t penyimpanan 
uang daerah yang diten•ukaa oleh Bupati untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah clan membayar seluruh pengduaran 
daerah pada bank yang ditetapkan 

19. Rekening Kas Dess. yang aelanjutnya d.isingkat RKD, adalah 
rekening tempe.t penyimpanan uang Pemerintah Deea yang 
menampung seluruh peoerimaan Deaa dan digunakan untuk 
membaya.r aelunib pengeluaran Desa pada bank yang ditet.apkan 

20. Renceoa AngganUI Biaya dan Krgiataa Da.oa Deaa, yang 
selanjutnya disingkat RAB-Dena Deea, ada!ah dokumell ·)'ll08 
memuat rincian biaya dan kegjatan yang digunakan sebagai da11ar 
pelaksanaan Dana Dell& oleh Pemerinlah Desa, 

21. Siaa lebih ~itur:qpm Angpran, yang eclanjutnya dislngkat SiLPA, 
adalab 9Clillib lebib rea!iuei penerimaan dan penpluaran anggBJ'Wl 
aelama aatu pc:riode anganm. 

22. Bendabara Ona adalab unaur ata! 11ekretariat deea yang 
membidangi urusan admlnlatnsi keuangan atau pttjabat Pttanpat 
Dee& yang ditunjuk oleh Kepala Dea Wltuk menatauubakao 
kcuanpn Deea. 

23. Pelakaana Kqpatan edalah Kepala Sebi atau eebutan lain yang 
mt"lakaaoakan !u,giatan 8C8uai bida08Jlya. 

24. Tim Plmdaxoping Dana Deea adalah Tim yang dibentuk oleh Camal 
untuk mendarnpiagi dan memfaeilitaei pelaban.aan pengelolaen 
Dana De8ll di tingkat Deea dan ditetapkan dengan Keputuaan 
Camat, 

25. Tim Fuilitaai Dana Oeaa adalah Tim yang dibentuk oleb Bupe.ti 
Wltuk i:oen:tfuilitui pelalasanaan pengelolaan Dana Deaa tingkat 
K.abupaten dan dite•epkan denpn Keputwlan Bupati. 

 



(3) Rinclan Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Formula 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (l) adalah alokaai yang dihitung 
dengan memperhatilcan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah dan tingkat kesuJitan geografis seuap Oesa. 

(2) Rincian Dana Desa sctl.ap Desa berdasarkan Alokaai Daaar 
sebagaimana dimak.8ud pada ayat (1) adalah Aloka&i Da.sar Dana 
Della Kabupaten yang dlbagi secara merata kepada setia.p Desa.. 

( l) Darui. Deaa dialokaaik.an kepada set:iap Desa seeara berkeadilan 
beTdaaarkan Alokasl Da11ar dan Alolr:asi Formula. 

Pasal 5 

PENGALOKASIAN DANA OESA SETIAP DESA 

BAB II 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. pengalokasian Dana Desa setiap Dess: 
b. pengelolaan Dana Desa; 
c. penyaluran Dana Desa; 
d. penggunaan Dana Desa; 
e. perubahan penggunaan Dana Desa; 
r. pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa; 
g. pembmaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Dana Desa; 
h. Sanksi. 

Pase.I 4 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan 
kepastian hukum dalam penganggaran, penyaluran, pengelolaan 
penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Desa. 

Pasal3 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah 

Daerah dfllam penge.nggaran dan penyaluran Dana Desa; 
b. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa 

dalaro mengelola, mmenatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
Dana Desa. 

Pasa12 

Bagian Kedua. 
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup 

 



Pagu DD per De8e - Alokasi Daaar + Alokasi l'ontlula 

(11 Pagu Dana Desa untuk ma8ing-masin8 Cesa dihltung berde.aarkan 
rumus sebagai berikut: 

Pas.al 7 

{5) Delain ha1 pada tahun anggamn berkenaan indeb k.eaulitan 
geografis Cesa scbagaimana dimakaud pada ayat (4) belurn dapat 
ditetapkan, roaka menggunakan indeka kcaulitan 
cecsrafia Oo:sa tahun .angp.nm aebelumnya dan/atau 
mmgu:o.akan indeka kesulitan geogra£ia yang ditetapkan oleh 
kc:ment.erian yang bennlnang dan/abu.1 lembqa yang 
menyelengprakan UN88.D pemerintahan di bidang statistik. 

(41 Indeka Kesulitan Geografis Cesa sebagaimana dirne'tmld p&da 
ayat (2) di~tapkan oleh Bupe.t.i berdasarltan data dari lembaga yang 
roenyelengarakan uruesn pemerintahan di bidang atatistik denpn 
bu pedlDiilAIJ pada ketentuan yang beTliaku. 

(3) Data jumlah penduduk, Juas wilayah, angka kemiakinan dan 
tingkat lcesulitan ge0g1afis eetiap desa scbagairnane dirne!nlud 
dalern pada ayat (I], benrumber dari k.ementerian yang berwenatl8 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan uru88D pemerinta.ban di 
bidang atatistik dan/ateu Perangk.at Daerah Kabupe.ten Purworejo 
yang be, we,1ang, 

(2) AnsJca kenus.lduan Oeaa dan tingkat kesulitan geognJis Desa 
acbagaimana dimaksud pa.da ayat (11 huruf c dan hurur d ma.sing 
maaing ditunjukkan oleh jumlah penduduk mis.kin Deaa dan indeks 
kesulitan geografis Delllll, 

(1) Alolmsi Formula sebapjmana dimeksud dalam Pasal 5 ayet (3) 
dihitung menggunekan bobot sebagai berikut: 
a. 25% (dua puluh lima per seratus) untulc jumlah penduduk 

Desa {JPI: 
b. 10% (aepuluh per seretusl untuk. luas wilayah Desa (LW); 
c, 35% (tiga puluh lima per se.ratus) untuk angka kemiskinan Desa 

IJPMI; 
d. 30% (tiga pulub per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis 

Desa (TKGJ. 

Pas.al 6 

 



(3) Efisien dan ckonomis 11ebagaimana dirnabud pada ayat (1), 
dimaksudkan bahwa da1am pengelolaan Dana Dcaa dcnpn 
mmggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai 
lrualitaa dan suaran dalarn waktu yang ditetapltan atau 
roengunakan dana desa yang tetah ditetapk.an untuk mcncapai 
ha.sil dan aasanin denean lrua.lltu yang makaimum. 

(2) Tertib clan taat pada ketentuan peraturan perundang·undanpn 
eebepimana dimalarud pada ayat (II dimaksudkan bahwa dalam 
pengelolaan Dana Desa barus dilaJcaanakan secara tepat waktu dan 
tepat guna yang didukung denpn bukti·bukti adroinistnuii yang 
dapat d.ipertanggu!lg·jawabkan dan di.lalmllnakan 9CSuai dengan 
ketrntuan yang berlalcu. 

(1) Dana De88 dikelola scau-a tertib dan taat pada kctentuan peraturan 
perundang-undangan, cfisien dan ekonomis, cfcktif, transparan dan 
bertangungjawab dcngan memperhatikan rasa kead:ilan dan 
kepat\rtan eerta mengutamakan kepentingan maayllnlkat aetempat. 

Bapn Keeatu 
Aas Pengoelolaan 

P.811.1 8 

PENOELOLAAN DANA DESA. 

BAB ID 

Keterangan: 
DDf; Alokasi Fonnul.a 
JP maio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 

penduduk Desa sc-Kabu-paten Purworejo 
LW ; rasio luaa wilayah setiap Deaa terhadap hum wila.yah Dc8a 

se-Kabupaten Pwwon:jo 
JPM : rasio jwn.lab penduduk miekin aetiap Desa terhadap total 

penduduk miskin Desa se·Kabupaten Purworejo 
TKO : rasio Indcks Kesulita.s Geogrnfia setiap Desa terhadap total 

indeks keaulitan geogiafi Deea ae·Kabupaten PurwoTCjo 

(3) Ak>kasi besan.n pencritnaan Dana Dcsa ro•sing-masing Desa setiap 
Tahun Anganm ditetapltan dengan Keputusan Bupati. 

DDf- (0.2SxJP!+(0.10xLW)+(0.35xJPM)+(0.30xTKG) 

(2) Alokasi Formula setiap Desa dihitung berdaaakan rumus sebqa.i 
berilrut: 

 



(2) ~yesuaian terbadap besaran Dana Deea yang telah dicantnrnkao 
delaro APBDeaa aebagaimana diroakaud peda ayat (11 dengan 
alokaai beaanm penerimaan Dana Desa pada tahun angaran 
berk'enaan, ditampung dalam Perubahan APBDesa. 

{II Apabila pada saat penetapan APBDesa, besanm Dana Desi yang 
akan diterim& Deea belum diketahui, maka beaaran Dana Oeea 
yang dicanturokan da\am APBDeaa, inenggunakan beaaran Dana 
Desa yang diterima deaa yang bersangkutan pada tahun ansgaran 
aebelumnya. 

Pua) 11 
Benda hara. DesL 

(1) Dana Desa yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa tahun 
angpran beTk.enaan. 

(21 Semua penerimaan dan pen&eluaran Dana Desa dicatat dan 
dibukukan dalaJn Buku Adminiatraei l<euenpn Deaa okb 

Pual 10 

Bqian Ketiga 
Pelekeenaan Dana Desa 

(3) Pengclolaan Dana De.a dalaro APBDesa dilakseoakan acauai 
ketentuan peratunin perundang-undangan di bidang pengclolaan 
keuangian desa. 

(2) Seluruh kegi.atan yang didanai oleb Dana Deaa direncanakan, 
dilabanakan dan dievalua&i aecara terbuka dengan melibatkan 
selu.ruh unaur masyanakat di desa, 

Begjan Kedua 
Prineip Peng,elolaan 

Pll8al 9 

{1, Dana Desa diJcelola dengen prinaip hemat, terarah dan terkendali 
aerta barus dapat dipertanggungjawabkan aecara administrasi. 
tf:knis dan huloJm 

(4) Efektif 9Cbagaimana dirneksud pada ayat (1), dimaksudkan behwa 
pengelolaan Dana deaa harus aeauai deng.an kebutuhan dan 
SIUIIU'8ll yang tdah ditetapkan serta memberikan uianfaat yang 
eebeaar-besamya. 

(51 Traneparan dan bertanggun&jawab eebagairnana dimalulud pada 
ayat (1), dirnaksudkan be.hwa dala.m pengelolaan Dana Desa 
1IU1syarakat dap.t raengakeea infonnaai tieluaa.-luaenya ti:nta.Dg 
Dana Deaa, batue melibatkan peran eerta. muyarakat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan da.lam rangka pencapeian ~uan aeeuai 
kineria yang telah ditetapkBn. 

 



(5) Format Berita Acara Has.ii Verifikaai Berka.a Permohonan Pencairan 
Dana Deae aebagaimaoa dimaksud pada eyat (31 huruf e, ti:reantum 
deism Lampiran I Pcraturan Bupati ini. 

(4) Biaya operaaional Tim ~damping Dana Desa aebapimana 
dirnak•ud pe.da ayat (1), dibcbeolam pada APBD yang dialokesikan 
pada Kecwnatan. 

(3) Tugu, kewenangao dan kewajiban Tim Penda111ping Dana Desa 
aebegaimana diroak'lud pada ayat ( l) adalah: 
a. menyuaun data-<lata variabel bahan pemitwlglln penetapan 

Dana Desa clan menyampeikan kepada Tim Faailitasi Dana Della; 
b, memfasilitaai penyusunan RAB-Dana Desa dan dokumen lain 

yang diperlu.kan aebagai dasar pe)a1tsanaan Dana Desa; 
c. meJakpoakan verifikasi terhadap berlcaa pcrmohoaan 

pencainm Dana Desa yang diajukan o.leh Peumiutab Oe88.. 
tenna&uk verifikasi atas Japoian pertan~waban Dana 
Desa tabep aebelumnya dan hasilnya dituangkan dalara Serita 
Acara Vc:rifike si; 

d. ~paikan berba pc:rmohonan pencairan Dana Desa yang 
te1ah diverifik:aai kepada Bupati c.q, Kepela DPPKAD; 

e. me.lekukan fasilitasi penyclesaian pen:n.a.alahan delam 
pengelolaan Dana Desa; 

f. me1akukan faailitaai penya,npaian pelaporan pengelolaan Dana 
Dcaa oleh Kepala Desa lrqleda Bupati; 

g. melalrukan pembinaan, monitoring dan cve.)ua.ai penaelolaan 
Dana ec:.a. 

(2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping Dana Desa scbapimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. Ca.mat aelaku penana;ungjawab; 
b. Sekretaris Kecaroatan sebagai Ketua; 
c. Unaur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi 

sebagai Se.laetaria; 
d. Ururur Kepala Sekai dan/atau stal Kecaroatan sebagai 8.J1880ta 

9C1luai kebutuhan. 

(ll Guna mendampingi pelaksanaan peng,elolaan Dana Dees.. PJRka 
pada aetiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Dana Desa yang 
ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

Paaal 12 

Bagian Kcempat 
Tim Pend.amping Dana Deaa 

 



(3) Tugu, kewenengan daD kewajiban Tim Fuililaai Dana Dee.a 
aebagalmana«timakaud pada ayat (1) edalah; 
a. menyusua pedoman pen.,tolaan Dana Della; 
b. meJaJraanaao llOlria.U!IUII penee.lolaan Dana Desa; 
c. melalalanakan pembinaan, monitoring, eva.luui dan advok.ui 

tcrhad.ap pe,1Flolaan Dana Deea; 
d. melalr:ukan r..illtasl pomecahao maMJab dalern J.)CllFlolaan 

Dana Oeaa yang tid.ak dape.t diselesaikan oJeh Tim Pendm:nping 
Dana.De8a; 

e. mengbitung Pagu Dana Deaa maaing-rnasing Desa; 
r. melaporlcan pelaksanaan tugaa kepada Bupali. 

Pasal 13 

(11 Guna memfasilitui pelaksanaan pengelolaan Dana Deaa, maka 
pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Dana Desa yang 
ditetapkan dengan Keputuaan Bupati. 

(21 SU8Ull8D keanggotaan Tim Faeilitalli Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1}, t.erdiri dari: 
a. Bupati PurwoTejo selaku Penasehat; 
b. Wakil Bupati Punrorejo aelaku Penasehat; 
c. Sekretarill Oaerah Kabupaten .Purwon:jo selak.u Penasehat; 
d. Aaiaten ~tahan Sekrerariat Daerah Kabupaten Purworejo 

8Claku Ketua; 
e. Kepa1a Bagian Pemerinlabeo Desa dan Kelurahan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Punwrejo sebegai Wakil Ketua; 
f. Kepala Subbapm Pcmbinaan Adminiatraai Desa clan Kelurahen 

pada Bagian Pemerintahan Deea dan Kelurahan Sekretariat 
Daerah Kabupatcn Purworejo eebagai Sek:retaris; 

g. lnspelctur Kabupaten Purworejo eeb&gai anggota; 
b. Kepala DPPKAD Kabupateo Purworejo sebagai anggota; 
i. Kepa1a Bagian Hukum Sek:retariat Daerah Kabupaten Pwwortjo 

Kabupaten Purworejo sebagai anggota; 
j. Kepala Bad.an Keluargie Berencana dan l'lmlben:ieyaan 

Muyarakat Kabupaten PI.Uwm'ejo sebagai anggota; 
k. unaur dari DPPKAD sebagai Anggota; 
I. unaur dari lnapektorat Kabupaten Purworejo 
m. unsur dari Beaieo Hukum Sckretariat Daerah Kabupa.ten 

Purworejo eebagaj angota; 
n. unaur dari Bagian Pemerint&han Deaa dan Kelurahan 

Sek:retariat Daemh Kabupaten Purworejo aebagai anggota; 
o. Pelalatana pada Bagian Pemerintaban De.a dan Kelurahan 

Sekretariat Deemh Kabupat.en Purworejo aebagai St.af Teknis; 
p. Pe)aJraaoa pada Begian Pemerint8han Desa dan Kclurahan 

Sekretariat .Dalmth JCabupaten Pwworejo eebaglrli Stal 
Adminilltrasl. 

Bagian Kelima 
Tim Fasilitasi Dana Deaa 

 



f3) PelmohODan pencairan Dana Desa tahap J aebegaimana dimabud 
pada ayat (2) buruf a, diajukan NC81'8 tertulia dengan dilernpiri: 
a. eurat pc:npntar dari Kepala Desa. perihaJ ~ 

Pence.iran Dana Deu tabap I; 
b. kwiteDei tande terima Dena Desa tahap I; 
c. fotokopi bula:i tabwlgan RKD, dileplisir pc:jabat yang 

berweDBDg; 
d. Per&.turan Desa tzntaog APBDeaa. begi pcncairan Dana Desa 

la.hap I; 
e. RAB-Dana Deea; 
r. lapo.tm, reali•ai pengunaan Dana 0- tahun enegaran 

aebduamya 
g. Bcrita Acara basil ~ persyaratan pencairan Dana Desa 

tahap I dari Tim Pendemping Dana Oeea; 
b. Surat .Pengantar dari Camat; dan 
i. Surat Penyataan Tangung Jawab dari Camat atas pt.ws 

verifika.si clan evaluaai berkaa permohonan pencainul Dana 
Deaa. 

(2) Dana Deaa di8e.lurkan deJern 3 (tiga) tahap, dengan ketentuaD 
sebegai berikut: 
a. tahap l pada bulan April sebesar 40% (empat puluh peraeratua); 
b. fBhap U pada bu1an Agustua sebei,ar 40% (empat pu)uh 

perseratue]; 
c. tahap Ill pada bulan Oktober sebesar 20% (dl.lll puluh 

penc:mtus). 

(1) Dana Desa dapat diaalurkan kepada Desa yang benangkutan 
apabila telah tercantwn deism APBDna tahun aog ran 
berlrenaan. 

Pua! 14 

PENYALURAN DANA DESA 

BAB IV 

(4) Biaya operaaional Tim Faailitaal Dana Deaa sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) d.lbebaokan pada APBD yang dialoka•ikan pada 
Baptn Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sclaetariat Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

 



(6) Pmnohonan pencairaD berilrut laropirannya sebagalmana 
dirnalarud pada ayat (3), ayat (4) clan ayat {5), dibuat rangkap 3 
(tiga), denpn keu:ntua.11 acbagai berikut 
a. l (eatu) rangkap aali, ditujukan kepada Bupati c.q, Kepala 

DPPKAD melalui Camat; 
b. 1 {satu) nmgkap aalinan keeatu, ditujukan kepada CarnAt; 
c. I (•tu) nmglmp saJinan kedua, sebap.i amp Desa, 

(51 Pennohonan pencairan Dana Deaa tahap Ill acbagnirnana dimaksud 
pada ayat (2) huruI c, diajukan aecara tertulia dengan dilampiri; 
a. surat pengantar dari Kepe.la Desa perihal Permohonan 

Pencairan Dana 0esa tahap m; 
b. kwitansi tanda tt:rima Dana Oeaa tahap III; 
c. fotokopi buku •ablm89n RKD, dilegalieir pejabat yang 

berwenang; 
d. Pereturan Desa tcntang perubaban APBDeea apabila ada 

perubehan APBDeaa; 
e. Perubahan RAB-Dana De8a apabila ada perubaban; 
f. laporan penggunaan Daoe. Deaa Tahap D t.ahun llJlGlll1III 

berjalan, yang menunjukan Dana Deaa tahap I dan/atau tahap 
II tclah di.guna.kan sebeser paling scd ikit 50% (lima puluh 
peraeratua); 

J· Serita Acara buil -..erifikaai perayaratan Pencairan Dana Dees 
tahap m dari Tim Pendalllpi.og Dana Desa; 

.k. Surat A:D9RAtar dari Camllt; da.o 
I. Surat Pmyataan Tangung Ja-b darl Curnar a.taa proses 

""'"'6.k:aai clan evaluasi berkae pcrmohonan pencainul Dana 
De-. 

(4) Permohonan pencairan Dana Deaa tahap ll SC"bagairoana dimakaud 
pad.a ayat (2) huruI b, diajukan secara tertulie dengan dilampiri: 
a. surat pengantar dari Kepe.la Oe&a perihal Permohonan 

Pencairan Dana Deaa tahap II; 
b. kwitanai tanda terima Dana Dess tahap II; 
c, fotokopi. buku tabunpo RKD, dilegaliair pejabat yang 

tierwcnang; 
d. Penrturan Desa tentang perubahan APBI>esa apabila ada 

perubahan APBDe11a; 
e. Perubahan RAB-Dana Deaa apabila ada perubahan; 
r. laporan peagguoaan Dana Deaa t&hap 1 tahun anglll1ln 

berjalan, yang mmunjukan Dana Dess tahap I tt:lah d.lgunakan 
eebeear paling vdildt 50% (lima puluh penieratua); 

g. Berita Acara basil verifikaai J:IC"IYIU'BtAn Pencairan Dana Deaa 
tahap ll dari Tim Pendamping Dana Desa; 

h. Surat Penpntar dari Camat; dan 
i. Surat Penyataan Tangung Jawab dari Camat ataa prosca 

verifikaai dan evaluaai berk.u pennohonan pencairan Dena 
Deaa. 

 



(4) Prioritaa penggunaan Dana Deaa sebegaimana dimaksud pada 
ayat (2) mmjadi prioritas kegiatan, angamn dan belanja Cesa yang 
diaepakati den diputuskan dalaro musyawarah Desa. 

(21 ~naunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan clan 
pembenlayaan masyara]rat $ebapimana dimekaud pada ayat {I) 
diproritaekan untuk pembanguna.n dan pemberdllyaan muyaniJcat 
yang pelaksanaenya diutamakan aecara swa.kelola dengs.n 
fflC1l88UJlAkan sumber daya/bahan baku loka.l dan diu~ 
denpn lebih banyak menyerap tenap kerja (padat .karyaJ dari 
muyarakat Oesa eetempat. 

(31 Prioritaa penggumw1 Dana Detla aebagaimana dimebud ~ 
ayat (2) d.i.lakBanaJcan ,v suai dengan prioritaa yang ditetapkao oleh 
Mentm Dc:sa., Pembanguoan Dae:rah Tcrtingpl dan Traoamigralli 
dan ~ umum/tcknis k.egjatan peJakB811NU1 pcnggunaan 
DanaDeea. 

Pa88l 16 

(l} Dana Deaa digunakan untuk membiayai penyden~ 
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa clan pemberdayaan masyara]rat Desa dalarn 
pelaltunaan k.ewenangan berdaeeJ-kan hak aaa1 uaul clan 
klewenangan lokal benikala Deaa yang diatur dan diurue oleh Desa. 

PENGGUNMN DANA DESA 

BABV 

fl) PenyalW"IIIl Dana Deaa tahap I, tahap a. atau tahap m setiap tahun 
anl!Pl'an dilakulcan aetelah Dana Desa tahap tahap I, ta.hap n, atau 
tahap Ill diterima di Rckening Kaa Umum Daerah. 

(2) l'fflyaluran Dana Desa aetiap tahap dilakukan oleh Kepala DPPKAD 
deugan cara pemindahbukuan dari Rekerung Kaa Umum Daerah 
lo: RKD aetelah pennohonan pencai.ran DllDA Deaa setiap tahap 
dinyatakan lengkap dan benar. 

(3) Setelah Dana Desa diaalurkan, Kepala DPPKAD menyampaiksn 
surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala De88. penerima 
Dana Deaa melalui Ca.mat. 

Pasal 15 

 



Penlbahan penggunaan Dana Deaa dilaki,ana.kan dengan berpedoman 
pada ketcntuan pengelolaabn keuangan Desa. 

Pasal 20 

PERUBAHAN PENOOUNAAN DANA DESA 

BABVI 

Penpdaan barang dan/atau ja1a YllD8 da.oanya beraumber dari Dana 
Dee& dilalmanakaJ:l eeauai ketcntuan yang berlaku bag! penpdaan 
barang/jaaa di Dea. 

Pa.aa1 19 

(21 Pengg\mllllll Dana Dea. dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan 
berdasatkan APBDesa yang telah ditctapkan. 

(3) ~ggunaan Dana Deaa. dimusyawarahkan oleh PdakMna .KqiatBn 
bersama dengan l"\mlerintah Desa, BPD, Lembaga Kema!Jyanlkacan 
Della clan tokoh ma.syarakat di Desa eetempat, 

(1) Penggunaan Dana Pesa mengacu pada Rencana Pembangunan 
Jengka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Della. 

Pa88.l 18 

(4) Penletujuan Bupati 11ebegaimana dimakeud pad.a ayat (2l, diberikan 
apabila pengalokallian Dana Desa yang menjadi prioritas tclah 
terpenuhi dan/atau pembangunan Desa dan pemberdayaan 
masyarakat Oesa telah terpenuhi. 

(3) Penietujuan Bupe.ti aebagaimana dimakaud pada ayat (I) diberikan 
pada saa.t evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa. 

(2) Apabila pada saat evaluasi rancangan pemturan desa tcntang 
APBDcsa ditemukan penggwman Dana Oesa tidak aesuai dengan 
priorita.s, Camat menyampaikan kepada Kepala Desa untuk mohon 
persetujuan Bupati atas penggwman Dana Dese yang tida.k 
tennallllk dalam prioritas. 

Pa88.l 17 

(l) Dana Desa dapat digunalcan untuk membiayai kcgiatan yang tidak 
tcrmaauk dalam prioritas pengguruwn Dana De9a eebagaimana 
dimak9ud daJam Pa.sal 16 ayat (2) setelah mendapatkan 
penetuj"UIIII dari Bupati. 

 



(2) Penyempaieo laporan realisasi pengunaan Dana Desa 
eebageimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan denpn ketentuan: 
a. laporaD Wlllp I, yaitu laporan yang beriai pencrimaan dan 

penmunaan Dana Desa tahap I tabun anggaran berjalan yang 
disampe:,1can paling lambat miogu keerupat bulaa Juli tahun 
ans ran berkcna.an; 

b. lapo,an tahap n, yaitu laporan yang berilli peoerirnaao dan 
penggunaao Dana Oesa tahap I dan tahap Il tahun anggamn 
berjaJan yang dlaampeil<ao paling lambat uiinggu keempat 
bulao S.:p!t!iiber tabun anggaran berjalan; 

c. laporan tahap m, yaitu laporan yang berisi peaerimaa:n dan 
penggunaan Dana Desa tahap I, tahap n dan tahap m tilhun 
angaran berjalan yang disampailaui paliog lambat min81JU 
kcempa.t bulan Februari tahun angaran berikutnya. 

(1) Kepa.la Desa wa,jib menyampaikan laporan realiaasi penggima•m 
Dana Cesa lldiap tahap kepada Bupati. 

PaaaJ 22 

Bagian Kedua 
Pela po ran 

(41 Kepala Oesa menyampailtan se..tinan Japoran pertanggungjawabwt 
penggunaan Dana Desa kepada Tim Pendamping Dana Des&. 

(31 Laporan pmangungjawaban penygunaan Dana De.ea aebegaimana 
dimabud peda ayat (2) ectclah diw:rifikaai dan mendapat 
pene:,e88han dari Sekretaria Deaa disampa.ikan oleh Pelalcsana 
Kcgjatan kepada Kepala Dc9a. 

(2) Laporan pcrtangguDgjawaban penggwuum Dana Desa dieueun oleh 
~lakaana Kegjatan dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang 
sah aesuai ketentuan yang berlaku. 

[ 1) Kepala Cesa bertangwl8 jawab ata11 pmggunaan Dana Desa. 

Bagian Kesatu 
Pert.llnJIBUDgjawa.ban 

Paul 21 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

BAB VII 

 



Dal•m hal Kepala Desa tidalc atau terlambat .rne:nyampaikan Japoran 
aebagirirnana dirnakaud dal•rn Paul 22 ayat (1), Bupati menunda 
penyaluran Dana. Desa BIUilpa.i dengan diaampaikannya laporan 
realiaasi J)Cn88U1l8ll1I Dana nc.a. 

(4) Format raapitulalli Japoran tPAlieaai penyaluran dan kon90lidaai 
penggunaan Dana Della .-t.piroana dimabud pada ayat (I) dan 
Format lapararJ reali•si penyaluran dan lrooaolldul pengunaan 
Dana 0e.a ayat (21 tt:rcantum dalam 1.ampiran Ill Paaturan Bupati 
ini. 

(3) Bupati menyampa.ikan laponm realiaaai penyaluran dan koneolidaei 
pengg,.m••o DaJ:ia Desa kepa.da Menteri Keuanpn detipn 
tembusan clitujukan kepada meiiteri 1aJl8 menanpni Oeu clan 
Gubemur Jawa Tengah paling Jambat minggu keempat bulan Maret 
tahun angaran berikutnya. 

(2) Berdasarlam rekapitulasi Japoran realiaaai penyaluran dan 
koneolidasi pengunaan Dana Deea yang diterima dari Tim 
~damping Dana Desa, KepaJa DPPKAD menyusun laporan 
ttaliaasi dan konsolidasi ~ Dana Desa untuk 
dieampeikan kepa.da Bupati. 

(1) Berdasarkan Japoran realiulli pengunaan Dana Deea yang 
diterima dari Kepala De8a, Tim Pmdamping Dana Desa menyuaun 
.rekapitulasi laponm realiaasi penya.luran dan lronsolidaai 
peogunaan Dana Deea untuk diBRmpaik•n kepada Bupati c.q. 
KepaJa DPP1CAD, dengan tembuaan kepa.da; 
a. Lnspektur Kabupaten Purworejo; 
b. Kepala Bagian Pemerintahan De98 dan .Kelurahan Sekrewiat 

Daelllh Kabupaten Punllorejo. 

l'alllll 23 

(41 Format laponm realisaai penaun,um Dana Desa aetiap tahap 
sebagairnaoa dirnaksud pada ayat (1) teTCBntum dalarn Lampiran Il 
Peraturan Bupati i.ni. 

(3) Laporan rcaliaasi pengunaan Dana Deea aebspimana dimaksud 
pada ayat (1), disusun oleh Pelaksana K,:giatan dan disampaikan 
Jc.epada Kepala Pesa, untuk selanj\lmya disampaikan oleh KepaJa 
Deaa kepada Tun Pendamping Dana Deaa. 

 



II) Penpwaaan tt:rhadap pmFlolaan Dana De8ll be:rupa penpwa.aan 
umum olcb masyarakat dan penpwuan fungelooal oleb Aparat 
i"enpW'M lntem Pemerintah. 

(2) PenpWIIIIM um.um oleh ma.syarak.at 11eba@lwnana diwakll\ld pada 
ayat (1), dilakllaoakan oleh BPD dan din.tjukan terhadap kebijakan 
pengelolaan Dana Desa, 

{31 l'l::ngawasan fungaional oleb Aparat Penp.'ll"BS Internal Pemerintah 
sebagaimana dimab\lll pada ayat (1), ditujuk:an teThadap 
pe1aksanaan pengdolaan Dana Dess. bcaerta kegiatannya. 

Bagian Ketiga 
Pmpwasan 

Pasal 27 

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa 
dilaksanaka.o oleh Ca.mat dan Bupati. 

{21 .Monitoring dan evaluasi sebapjmana dimaksud pada ayat (I), 
dilakukan terhadap: 
a. realisasi pensgunaan Dana Dcsa; 
b. peoyampaian laporan realisaai penggunaan Dana Desa; 
c. pertaoggungjawaban penggunaan Dana Deaa; 
d. Sil.PA Dana Desa. 

Pual26 

(3) Pembinaan Teknis terhadap pe?'lg,elolaan Dana Deea dil.ak3anakan 
oleh Tim Pcndamping Dana Desa. 

~nKcdua 
Monitoring dan Evaluaai 

(1) Pembinaan terhadap pet18elolaan Dana Oeaa dilaksanak:a.n oleh Tim 
Fasilitasi Dana Deea dan Tim Pendamping Dana Desa. 

(2) Pcmbinllan Umum terhadap pengelolaan Dana Deaa dilabanakan 
oleh Tim Faailitasi Dana Deaa. 

Pasal 25 

Bagian Keaatu 
Pcmbinaan 

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN 

BAB Vlll 

 



(4) Penundaan penyaluran Dana Dev. tahap I dilakukan 881Dpai 
deoga.n Sil.PA Dana Deu tahun anggaran aebelumnya tdah 
dirc:alisasikan, sehingga jumlah Sil.PA menjadi paling tqgi IICbcear 
30% (tiga puluh pen,eratus) dari Dana Desa tahun engganm 
aebelwnnya. 

(3) Dabun haJ SiLPA Dana Dc:aa tahun 8Z1fPI8D aebelumnya lebih 
besar dari jumJah Dana Dc:ea tahap I yang akan diealurk.an, rnaka 
pc:11)'8,luran Dana Desa tahap 1 tidak dilakukan. 

Bagian Keaatu 
Penundaan Penyaluran Dana Deaa 

Paaal 28 

( 11 Bupati meounda pc:oyaluran Dana Desa tahap I da1arn hal: 
a. pennobonan pencainm K.epala Deaa tidak mcmenuhi 

persyaratan. aebeplrnana dlmanud delern Pua! 1-4 ayat (31, 
b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun engpran aebelwnnya. lebih 

dari 30% {tiga puluh pc1se1atu111; dan/atau 
c. t.c:nlepat usulan dari Aparat Pengawas Intern Peu.erintah 

(21 Dana Deaa tahap I yang ditu.nda penyalurannya dalem haJ terdapat 
Sil.PA Dana De1lll tahun angpnm aebelumnya lc:bih dari 30% (tip 
puluh perae111.tua) eebeplroana wmakeud pads ayat (1) huruf b 
edaJab acbesar SiLPA Dana Deaa tahun anggaran aebelumnya. 

BABIX 

SANKS I 

(4) Apabila berduarka.n huil pcnpwaaa.n umum oleh maayaruat 
sebagaima.oa. dimaksud pada ayat (2), ditemukan indlkaai 
terjadinya penyimpangan dan/atau pc:nya1ahgunaan Dana Oeu, 
maka penyelclMWlllD.ya dilabana.kan eecara berjc:njang mulai dari 
tinglw.t Deaa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupalen. 

(SI Apabila berda.sarkan ha8il penpwaaan fungsional olch Aperat 
Pengawaa Intern Pemerintah 8':'bagairoana climaksud pada ayat (3) 
atau Aperat Penyidik pada Lembaga Penegak Hukum. ditemukan 
indikasi terjadinya penyimpangan dan/at.au penyalahgunaan Dana 
Desa, rnek:8 penyc:leseisnoya dilakeanakan sesuai kcteob•ao 
peraturan perundang-undanga.n yang berlaku. 

(6} Haail pc:ngawasan oleh Aperat Pengawa.s Intern Perouintah 
sebaga.imana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi daaar 
pertimbanpn begi Tim FaBilitasi Dana Desa daJarn mrmberikan 
rekomendasi kepada Bupati untuk menyc:lesaikan permasalahan 
pencairan, pengc:lolean dan pertanggungjawaban Dana Desa, 

 



/2) Pemotonpn ~ Dena Deaa sebapimaoa dimaksud pada 
ayat (I) d.ilakukan pada peoyaluran Dana Deaa bl.hun angpran 
berikutnya. 

/1) Bupatl a:seJakukan pemotonpn penya)U7WI Dana DHa daJam hal 
Ntelah dikenakan eenksl penundaan penyaJuran Dana Deaa 
Nbagairnaoa dirnaka\ld d•laro Paaal 28 ayat (21, Dea muih 
memill.ld Sil.PA Dana Dna lebih dari 30% (tip pu)uh perseratus). 

Paeal 31 

Bagian Kcaatu 
Pemotongan Dana Dea.a 

(21 Dalarn hal penundaan Dana Deaa sebapirnsna dimaJmJd pada 
ayat (1) berlangsung sampai denpn akhir bulan November tshun 
berjalan, Bupati memberitahukau kepada Kepela Desa yang 
beraanglrutan me~ 81J8P1'8.ll Oanll Dcsa yang ditunda 
penyalunmnya paling lambat pads akhir bu1an November tahun 
anggaran berjalan agar Dana Deaa yang ditwlda penyalurannya 
diansgarkan kembali d•Jarn APBDesa 18hun angpran berikutoya.. 

(1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagairnaN. dimaksud dalarn 
Pasal 28 ayat ( l) buruf a dan Pasal 29 dilakukan BllDlpai dengan 
persyararan diterima secara Ieng.up dan benar, 

PaaaJ 30 

(2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap Ill, daJam haJ 
pennohonan pencairan Kepala Dess. tidak meroenuhi persyaratan 
scbepimana dirnalarud dalam Pasal 14 ayat (5). 

Ill Bupati mcnunda pcnyaJuran Dana Desa tahap JJ, dalarn hal 
pcffllObonan pcncairan Kepala Desa tidak memcnuhi persyaratan 
acbag.aimana dimakaud daJ•rn Pual 14 ayat (4). 

Pasal29 

(5) Dalam hal INUrtpai dengan rninggu kedua bu1an Agustua tahun 
anggaran berjalan Sil.PA Dana Desa tahun anggaran eebelw:nnya 
masih leb.ih ti.Dgi dari 30% (tiga pu}uh pervratua), penyal= 
Dana Deaa yang ditunda sebapimana dimanud peda ayat (2) 
disalurkan bersarnaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II. 

 



(2) .Pemotonpn penyahuan Dena Desa sebageimaoe dimaksud pada 
ayet (I) dilalrukan pada peoyaluran Dana DeRB. rahun BrllPTftrt 
berikutnya. 

/1) Bupeti a>elak:ukan peuM>tonpn penyalunu, Dana Deaa dalam hal 
eeteJah dikenakan 88nkal penundaan penyaluran Dana Desa 
acrbe31'imao• dirnaks1Jd dal•m Paaal 28 e.yet (2), Deaa masih 
memillki Sil.PA Dana De1la lebih dari 30% (tip puJuh perseratus). 

Paeal 31 

(21 .Dalaln bal penundaan Dena Desa sebagairnsna dimalAud pada 
ayat {l} berlangeung sampai dengan akhlr bulan November tahun 
berjaJan, Bupati memberitahulam ktpada Kepala Des.a. yang 
beraangkutan menserw 8Jl8P1B.O 0ana Desa yang ditunda 
penyalurannya paling lambat pad.a akhir bulan November tahun 
anggaran berjalan agar Dana Desa yang ditunda penyalurannya 
dianggarlcan kemooll dalam APBDesa tahun ang;anm berikutnya.. 

(1) Penundaan penyalumn Dana Desa sel)Qg.aimena dimaksud deJam 
Pasal 28 ayat (1) buruf a dan Pasal 29 dilalrukan 81lDlpai dengan 
persyazai:an direrima eeca,-a lcng.kap dan benar. 

Pa.al 30 

(2) Bupati roenunda penya)uran Dana Desa tahap Ill, dalam hal 
pennohonan pencairan Kepala Deea tidak memenuhi persyaraum 
sebegaimana di.lJullr:aud d•Jem Paul l 4 8J111l (5). 

(1) Bupati mcnunda pcnyaluran Dana Dea.a tahap JJ, dalam hal 
pen:oobonan pencairan Kepll1a Deea tidak memenuhi persyaratan 
ICbap.imana dimakaud d•J•m Pa.ea! 14 ayat (4). 

Paaal 29 

(5) Dalam bal 118.Dlpai denpn minggu kedua bu1an Aguatue tahun 
enggaran berjalan Sil.PA Dana Dea.a tahun angga.ran aebelumnya 
masih Jebib tingi dari 3~ (tip puluh persnatue), penyaluran 
Dana Dc:ea yang ditunda aebapimana dimabud pada ayat (2) 
diealurkan bel"IPrnean denpn penyaluran Dana Deea tahap U. 

 



(4) Penyusunan prioritas pengunaan Dana Dea diluar ketentuan 
dslsm peraturan Menteri dapat dilakaanakan berdaearbn 
musyawarah. desa dengan inempertimbanglcan ~butuhan desa, 
karakteristik wilayah dan lrearifan lokal desa, serta keterb&tasan 
waktu penydengaraan perencanaan pembangunan Desa, 

(31 Dalaln bal pada tahun an!IPfflll berk.enaan lnformasi data lndeb 
Desa Membangw:l belum ditetapkan, maka untuk penyusunan 
prioriiaa pcnsgunaan Dana Deaa, in.aka Pemerintah De• dalaJn 
memel@lam tipologj dan statue perkembanpn desa dapat denpn 
mendaeerkan Data Poteuai/Profil Desa dan/atau data dari 
Penu,gkat Daetah yang bu*" oang IICIIUai keteutuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pemetaan tipologi Desa bet'daaarkan tingk.at kema,juan deu. untuk 
penyuaunan prioritas penggunaan Dana De.a. Pem.mntah Desa 
dapat mengunakan data lndeks Dea Membangun (IDM) yang 
dltetapkan oleb Kementcrian Deea, Pemb&ngunan o.-b 
Tertingal, dan 'l'ranamlgrasi. 

(l) Pemerintah Desa dalam menyusun p,og.am dan kegiata.n 
pelaksanaan pembangunan desa 111:rta pemberdayaan masyamkat 
deu. dapal mempertimbansk,an tlpologi desa yang beTdaaarkan 
tingk:at perkembangan keroajuan desa antara lain: 
a. Desa tertinggal dan/atau sangat tt:rtinggal, meogutamak:an 

kegiatan pembengunan melalui penyediaan sarana dan 
prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau ak9es kehidupa.n 
masyarakat Desa; 

b. Des.a berkelnbang, memprioritaekan peinbangunan sanma dan 
prasaraml pelayanan umum dan social da.sar baik pendwlcan 
dan kesehatan masyarakat desaunruk mengembangkan potenai 
dan kapasitas masyarak:at Desa; dan 

c. Desa maju dan/atau inand:iri, memprioritaakan kegiatan 
pembangunan aarana dan praaamna yang berdampak pada 
perluasan 8kala ekonotni clan inveeta.8i desa, tel"lllUUk praical1la 
Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tq;,at 
guna clan investui melalui pengembanpn Baden Usaha Milik 
Deas. 

Pasal 32 

KETENTUAN VJN-LAJN 

BABX 

 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2016 NOMOR l l SERI E NOMOR 9 

Ttd . 

. TRI HANDOYO 

Diundangkan di Purworeio 
pada tanggal 4 Maret 2016 

SEKRETAR!S DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

AGUS BA!:mAN 

Ttcl. 

BUPATI PURWOREJO, 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 21 Maret 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupe.ti ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku, Peraturan Bupa.ti 
Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengelolaan Dana 
Oesa, (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 47), 
aebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Persturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2015 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 33 

Ke:TENTUAN PENUTUP 

BAB XII 

• 

 



Leponm Reeliaui l'fflauJuiarl Dana ee.a 
Tahao ....•. tahun ....... 

6. 

5. 

Pcrdes tentang APBDetoa/ Perubaban APBne.a 
Tahun ·- . 

4. 
Fotokopi buku tabungan Rdoening Ku o.e ... 
wieoa1,;ei, ....;abet "'""" . 

3. 

Surat ~ yang 
ditandatangani olch Kepala Deea. dan 
dilll:CID .... 1 bu@h 

ADA/1lDAK UNSUR YANG DIPERIKSA HA SIL 
PEMERIKSMN 

KwitaMi tend a tmma .. .. .. .. . .. .. .. .. . yang 
bermateral culrup dan ditandatanpni oleh 
Kepala Deea dan Bendaha.ra Oeea eerta 
<lietem""l ~ 

1. 

2. 

NO 

Haail Verifilca8i acbagaimana tenebut di ataa untuk aclanjutnya dapat dijadibn 
eebagai duar pertimbanpn del•m penpjuan permoho.nan pencairan Dana DeM dari 
Anuar-n ~tan den Belaaja Deerah Kabupellen Pwworejo Tahun AzlBpnm 

Pada bari iru . . . . . . . . . . . . . . ranwJ . . . . . . . . . . . .. . bularl . .. .. . .. . . .. .. . tahun dua ribu 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • bcrtcm.pat di Ruang . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . .. . • . . . . .. . .. berd4aarkan 
Kcputuaan Cam.at . .. ... .• .... .... .. Nomor: .. .. .. .. .. .. . tentang Pembcntuk.an Tim 
Pendam,ping Dana Deea. Kecemetan Tahun telah dilaksanalc:an 
vcri.6k.aai ataa berk.u Pamohcman Pencairan Dana Deaa , 
benl.aaariam l'ffaturan Bupati Pur,wrejo Nomor Tahun .. . tentang 
.......................................................... dengan h.udl acbagai beril<ut: 

NOMOR : . 

BERITA ACARA HASIL VERJPIKASI 
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA 

TAHUN ANOGARAN . 

KOP 

BE.RITA ACARA HASIL VERIPlKASI 
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA 

IAMPIRAN I 
PERATURAN BUPA'n PURWOREJO 
NOMOR: 11 TARUlf ~16 
1'ENTANG 
PEDOMAN PENOELOLAAN DANA DESA 

 



AGUS BASTIAN 

Ttd. 

auPATI PURWOREJO, 

TIM PENDAMPINO DANA DESA 
KECAMATAN TAHUN .. 

Demilcian Berita A.cara ini dibuat dengan aebenar-benamya den untuk ds.pat 
dipergunakan 111ebagairnana mestinya. 

Ost 

l. 
2. 
3. 
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BUPATI PURWOREJO, 

( ~ 1 1 
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P,\OU °""" Dl!8ll • Rp.. ................................... - ......... 

xoor; NO. OM JIJMWI JUlll.AH 
REKBMlfQ(• 

1'01.. P£N£RIMMIII Pl!:IIOEWARM SAi.DO tJltAIAJI BU1C11 KET . .... 11111an PIUfYALUR IDIBE'1l (ICUCl'I) Rp. 
APBDe-i .UfSP'lCI Rp. R,, • 

1 :) ., i s 6 ., 
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. .. _ 
..-0.- -· e ~ 
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0.. .............. 
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0. .................. 
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0.. .............. -.-'*'- 
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Dot. .............. 
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I.Af'ORAH PPiOGUNMN DANA De8A 
TNIAPITAHUN ANGOARAH ••. _ . 

PEMERI1i'l'Aff Dl!!s.\. •.....•..•••.•.•..•...• KECAMATAN .•.•..•....•••• KABUPATEl'f PURWORE.JO 

LAMJ'IRAN 11 
PERA'n.lRAN BUPA'll ~O 
l'tOMOR 11 TAIIUJI !l016 
T'l:NI'ANO 
PIIDOMAN PBNG.EU>LM11 DAlfA Dl!!SA 

 



SESUAI DENGAN ASLINYA 
A BAGIAN HUKUM 

f\GUS BASTIAN 

BUPATI PURWOREJO, 

( ) ( J 

·········- ... .......................... 
I(.()[)£ 

NO. DAN JUNIAH .nlM1AH 1'01.. 
RBJCBNlMO(• URAWt BUK11 ~ PUGEWARNt SALi)() KET. 

e.u.ur.,,, P!lf'(.wJR IDBBE'll (XIWll'J) lip. 
AP8Deuj NI ISP'lI>I Rp. Rp. 

I II 3 4 !I 6 7 ,. PE!fnAPATA>l 

' ··-- 
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TaMp1 
UMDII 
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8 BBIANJA 
88VJCJA DAM DUI. 
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1'11:na I jaJlm. 0.- 
0...- .............. 
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,...ID ............. 

Olt. ............. 
Bides~ 
Ketltlt., ....• 
0.. ............. 

.11.INI.\H 

LAPORAN PEHOOUJfMIII DAMA OESA 
TAHAP II TAHUN AHGGARAN . 

PEMERlNrAH OESA. .KPJCAMATAN ICABUPATEN PURWOR£JO 

B. FOIDilAT UJ'ORAN PENOQlJJ(M!f DAHA D£8A TAHAP D 
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B.UPATI PURWOREJO, 
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IWDE ltO. DAii JUMU.H J~ 
Ul<P;NIHO{• TOI.. 

PEHERIMAAN PENOEWARAM SA.l..00 \.IRAWI SUIC'T1 !(ET. 
uu.UC- PEffY IUAJ1( 

(D!Stl') OOU:011) Rp. 
APBDeuj 
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1 2 3 4 5 6 7 ,. l'elfl>,\PATAN 
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